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Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Kalimantan Barat; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi 

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 

  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); 

  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ 

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);  

  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; 
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  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 32 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 

Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kalimantan Barat; 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN 

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT. 

KESATU : Menetapkan Perubahan Pembina Tim Pengelola Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat pada jabatan 

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan 

Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
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